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KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR 40/KPTS TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan
kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Inspektur tentang Standar Pelayanan Pada Inspektorat
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun
1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor J5);

11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik;

12.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
33 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Bagi
Satuan Organisasi Perangkat Daerah;

14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan.

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY meliputi ruang
lingkup pelayanan jasa meliputi layanan informasi publik dan
layanan pengaduan.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana
dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh
pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KEENAM

Keputusan Inspektur Daerah Istimewa  Yogyakarta
No.58/KPTS Tahun 2021 tentang Penetapan Standar
Pelayanan Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta
tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal S Mei 2023

s JNSPEKTUR
"N BAERAN ISTIMEWA YOGYAKARTA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR DIY

NOMOR /KPTS TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang diatur oleh
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat,
mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Daerah Istimewa
Yogyakarta mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program kerja Inspektorat;

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,;

c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah;

d. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan,;

e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan,;

f. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;

g. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupatan/Kota, dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
h. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsi Inspektorat.
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Inspektorat DIY selaku APIP di lingkungan Pemerintah Daerah DIY juga
menjalankan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pasal 16 dilaksanakan dengan prinsip Profesional,
Independen, Obyektif, tidak tumpang tindih antar APIP dan berorientasi pada
perbaikan dan peringatan dini, meliputi:

a. Pemeriksaan dan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan serta
pelaksanaan program dan kegiatan,;

b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu,;

c. Reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu-waktu
dari perangkat derah;

d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;

e. Monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah.



Selain tugas dan fungsi diatas, Inspektorat juga merupakan badan layanan
publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung
maupun tidak langsung. Adapun jenis pelayanan publik yang diberikan kepada
masyarakat meliputi layanan informasi publik maupun layanan pengaduan.
Secara prinsip dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat bersifat:

a. sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, baik oleh
petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat;

b. kongkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;

c. terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat
untuk penyempurnaan;

d. terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas
pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan;

e. dapat dipertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat
dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang
berkepentingan,;

f. mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu
bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;

g. berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai
dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam rangka mendukung tugas fungsi Inspektorat sebagai sebuah badan

publik sebagaimana tersebut diatas maka Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat DIY memiliki tugas untuk

mengoordinasikan:

1. Pengumpulan data dan informasi dari seluruh unit kerja di lingkungan
Inspektorat DIY;

2. Pengolahan, pendokumentasian, penataan, dan penyimpanan data dan
informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat
DIY.

3. Pengklasifikasian Informasi, yang dibagi menjadi dua kelompok :

a) Informasi yang bersifat publik, meliputi :
e Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala.
o Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta.
e Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat.
e Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan;
b) Informasi yang dikecualikan.

4. Pemutakhiran data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat
DIY

5.Pelayanan informasi kepada publik.

Pelayanan informasi publik Inspektorat DIY dilaksanakan pada hari kerja dari
Senin sampai dengan Jumat dengan rincian waktu pelayanan adalah sebagai
berikut:

No | Hari Jam Pelayanan Jam Istirahat
1. Senin s.d Kamis 09.00 WIB s.d 15.00 WIB 12.00 WIB s.d 13.00 WIB
2. Jumat 09.00 WIB s.d 14.00 WIB 11.30 WIB s.d 12.30 WIB

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan publik, maka Inspektorat DIY menetapkan Standar Pelayanan



dengan tujuan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan
kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Adapun sasaran Standar Pelayanan adalah agar setiap penyelenggara mampu
menerapkan Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.



B. STANDAR PELAYANAN

1.

Satuan Kerja

Jenis Pelayanan

: Inspektorat DIY

: Layanan Informasi Publik (PPID Pelaksana)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY (PENYAMPAIAN PELAYANAN)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan
Pelayanan

1.) Warga Negara Indonesia.

2.) Mengisi formulir permintaan Informasi Publik

3.) Menunjukkan bukti identitas dan melampirkan fotocopy
identitas apabila tidak ada maka akan dikembalikan
permohonannya. Identitas yang dimaksud dapat berupa:

a. KTP/Identitas lain jika permohon adalah perorangan;

b. Surat Kuasa, fotocopy KTP/identitas Pemberi dan
Penerima Kuasa apabila pemohon adalah kelompok;

c. Akta Pendirian apabila pemohon informasi adalah badan
hukum.

4.) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi
publik dengan mencantumkan sumber dari mana
memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk
kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

. Pemohon mengajukan
permintaan Informasi
Publik

dikembalikan

2. Verifikasi
Syarat

3. Data yang
diminta
DIP/DIK




DIP DIK
\ 4 v

Memberikan informasi Menyampaikan bahwasanya
publik sesuai dengan data yang diminta termasuk

permohonan dalam DIK sehingga tidak
bisa dilayani

5. Mengarsipkan
Dokumen Permohonan
Informasi Publik

Keterangan:

1.

Pemohon mengajukan permintaan informasi secara langsung
ke meja pelayanan atau melalui saluran layanan informasi,
dilengkapi dengan persyaratan serta mengisi formulir
permintaan informasi publik. Apabila permintaan informasi
publik dilakukan bukan datang langsung akan tetapi melalui
saluran layanan informasi petugas akan mengarahkan untuk
mengisi formulir permohonan informasi publik secara online
atau petugas akan membantu mengisikan formulir
permintaan informasi publik tersebut;
Petugas memverifikasi kelengkapan dokumen dan keperluan
pemohon, hasil verifikasi petugas berupa:
a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan
tanda bukti permohonan.
b. Permohonan ditolak
Petugas memeriksa substansi data yang diminta oleh
pemohon apakah termasuk Data Informasi Tersedia atau
Data Informasi yang Dikecualikan. Apabila Data yang diminta
bersifat terbuka maka diberikan baik berupa bentuk digital
maupun berupa bentuk fisik cetak, akan tetapi apabila data
yang diminta adalah data dikecualikan maka permohonan
ditolak dengan memberikan informasi kepada pemohon
bahwa data yang diminta adalah termasuk data yang
dikecualikan;
Memberikan data informasi yang diminta pemohon dilengkapi
dengan tanda bukti penyerahan informasi publik atau
menginformasikan kepada pemohon bahwa data yang diminta
adalah Data Informasi di Kecualikan (DIK).
Mengarsipkan dokumen permohonan informasi publik




Media Informasi:

1) Melalui Website atau email:
Dapat mengunduh Informasi Publlik yang tersedia pada
website inspektorat.jogjaprov.go.id yang sebelumnya mengisi
formulir yang telah tersedia atau menyampaikan permohonan
melalui Email dengan alamat: inspektorat@jogjaprov.go.id

2) Melalui Telepon/Fax
Dapat menghubungi telpon Desk Layanan Informasi di Nomor
(0274) 562009 atau Fax (0274) 512567

3) Langsung
Datang langsung ke Desk Layanan Informasi, dengan alamat:
J1l. Cendana Nomor 40, Yogyakarta

Jangka waktu
penyelesaian

1) Penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan
informasi publik dilakukan setelah pemohon memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan;

2) Proses verifikasi data permohonan oleh petugas pelayanan
selambat-lambatnya 3 hari kerja dan apabila ada kekurangan
pemohon diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk
melengkapi persyaratan;

3) Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan
menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang
diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak. Dan
PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu maksimal 7
(tujuh) hari kerja dengan sebelumnya mengirimkan surat
pemberitahuan perpanjangan waktu penyelesaian ke
pemohon;

4) Penyampaian informasi publik kepada pemohon dilakukan
secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos

Biaya/tarif

Informasi Publik diberikan secara gratis (tanpa dipungut biaya),
sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon dapat
melakukan penggandaan dengan mengganti biaya penggandaan
sesuai standar belanja yang berlaku, atau menyediakan flashdisk
untuk perekaman data dan informasi.

Produk pelayanan

Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat DIY,
sebagaimana tertuang dalam Keputusan PPID Utama Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Daftar Informasi
Publik

Penanganan
pengaduan,
saran, dan
masukan

Datang Langsung

Kotak saran yang disediakan di meja informasi
Email: inspektorat@jogjaprov.go.id

Telepon: (0274) 562009

Fax: (0274) 512567

o0 o
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KOMPONEN MANUFACTURING (PENGELOLAAN INTERNAL PELAYANAN)

1.

Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
3) Peraturan Presiden No 76 tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi No 5 tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi
Instansi Pemerintah;
5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri Dan
Pemerintahan Daerah;
6) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi
Publik;
9) Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
2 Sarana, Dalam memberikan layanan informasi publik, Inspektorat DIY
prasarana, menyediakan:
dan/atau fasilitas 1. Ruang layanan berupa ruang Desk Layanan Informasi
Publik, yang dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi
dengan internet, meja, kursi, telpon;
2. Formulir permohonan permintaan informasi;
3. Formulir tanda bukti penyerahan informasi;
4. Daftar Informasi Publik;
5. Formulir keberatan;
6. Ruang laktasi;
7. Toilet Difabilitas;
8. Jalur difabilitas;
3. | Kompetensi Petugas Pelayanan Layanan Pengaduan memailiki kemampuan:
Pelaksana . L .
1. Kompetensi manajerial dan sosial kultural;
2. Kompetensi teknis layanan melalui jalur PPID, antara lain:
a. menguasai aplikasi yang digunakan untuk operasional
layanan informasi publik,
b. memahami peraturan perundangundangan di bidang
keterbukaan informasi publik.
4. | Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh atasan PPID Pelaksana Inspektorat
internal DIY
5. | Jumlah pelaksana | 5 (lima) orang
6. | Jaminan 1. Layanan permintaan informasi diberikan dengan berpedoman
pelayanan pada SOP Pengelolaan Layanan Permintaan Informasi Publik.

2. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen
memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;




3. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat,
sebagaimana tertuang dalam Keputusan PPID Utama
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Daftar Informasi Publik

7. | Jaminan Inspektorat menjamin keamanan dan keselamatan dalam rangka
keamanan dan pelayanan informasi publik dengan menyediakan fasilitas
keselamatan keamanan dan keselamatan dasar
pelayanan

8. | Pengajuan Petugas memberikan formulir keberatan yang dapat diisi oleh
Keberatan pemohon dan diajukan kepada atasan langsung petugas

pelayanan paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya

produk pelayanan.

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan

secara tertulis kepada atasan PPID Pelaksana berdasarkan

alasan berikut:

1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan
pengecualian;

4. tidak disediakannya informasi berkala;

S. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

6. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang
diminta;

7. tidak dipenuhinya permintaan informasi;

8. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

9. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur
dalam Standar Pelayanan ini.

9. | Evaluasi kinerja Evaluasi dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana
Pelaksana Inspektorat DIY dan atasan PPID Pelaksana Inspektorat DIY serta

melalui Survey Kepuasan Masyarakat

10. | Aksesibilitas Untuk mendapatkan layanan informasi publik, masyarakat

dapat memperoleh melalui:

a. Datang langsung ke meja layanan informasi publik
inspektorat DIY dengan alamat Jl. Cendana No 40 Kota
Yogyakarta Kode Pos 550660;

b. Melalui jasa POS/pengiriman dokumen surat yang ditujukan
kepada Inspektorat DIY dengan alamat Jl. Cendana No 40
Kota Yogyakarta Kode Pos 550666

c. Kotak saran yang telah disediakan di meja informasi

d. Website dengan lamat inspektorat.jogjaprov.go.id

e. Email: inspektorat@jogjaprov.go.id

f. Telepon: (0274) 562009

g. Fax: (0274) 512567

10. | Waktu Pelayanan | Dalam memberikan informasi publik, penyelenggaraan

pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja dengan
waktu sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis :09.00 - 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 - 13.00

Jumat : 09.00 - 14.00

Istirahat :11.00 -13.00
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2.

Satuan Kerja

Jenis Pelayanan

: Inspektorat DIY

: Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY (PENYAMPAIAN PELAYANAN)

NO. KOMPONEN URAIAN
1. |Persyaratan 1. Mengisi formulir pengaduan dan mengisikan identitas diri
Pelayanan yang memuat nama, alamat, nomor telepon/HP atau email
yang bisa dihubungi;
2. Materi pengaduan jelas, memuat paling tidak:
a. Dugaan pelanggaran yang diadukan;
b. Waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran;
c. Siapa yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran
tersebut;
d. Dokumen pendukung sebagai bukti laporan atas
dugaan pelanggaran.
2. |Sistem,
mekanisme, dan
prosedur

Dikembalikan

Diteruskan Ke
Instansi yang
berwenang

Diteruskan

Verifikasi
Petugas
Pelayanan

Diproses

Inspektur

Tidak berkadar

pengawasan Berkadar pengawasan

Pemeriksaan
Dengan Tujuan
Tertentu

A 4

Laporan Hasil
Pemeriksaan

v

Petugas memberikan
tanggapan atas 4—

pengaduan masuk

\4




Keterangan:

1.

Pelapor menyampaikan pengaduan ke Gubernur atau
Inspektorat baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui media elektronik/non elektronik;

Petugas layanan melakukan verifikasi yang meliputi:

2.1. Meneliti kelengkapan berupa identitas, dokumen
pendukung, tujuan dan jenis aduan. Apabila terjadi
kekurangan kelengkapan maka dikembalikan untuk
dilengkapi.

2.2. jika aduan yang disampaikan tidak tepat tujuan maka:
a. aduan melalui aplikasi akan langsung diteruskan

melalui sistem ke instansi/tujuan yang berwenang
dengan memberikan catatan pada sistem aplikasi,

b. aduan dilakukan secara langsung maka akan
diarahkan untuk menuju ke instansi yang berwenang
menangani;

c. aduan melalui surat, email, e-lapor, WBS maka akan
dicetak dan dibuatkan surat pengantar untuk
kemudian diteruskan ke instansi/tujuan yang
berwenang baik internal Pemda DIY atau Inspektorat
Kabupaten/Kota.

2.4. Melakukan verifikasi data aduan berupa penelaahan
jenis dan kelompok aduan yang masuk;

Inspektur memerintahkan telaah atas laporan pengaduan
yang masuk;
Apabila hasil telaah berkadar pengawasan maka Inspektur
membentuk Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu,
untuk melakukan pemeriksaan. Pengaduan berkadar
pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya
mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang
dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan
keruqgian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan;

Membuat laporan hasil telaah/laporan hasil pemeriksaan;

Petugas pelayanan memberikan tanggapan atas aduan yang

masuk baik secara langsung maupun melalui aplikasi;

Petugas pelayanan mengarsipkan dokumen pengaduan yang

masuk

Media Informasi:

1.

Melalui Website atau email:

Dapat melalui alamat website inspektorat.jogjaprov.go.id dan
Email inspektorat@jogjaprov.go.id

Melalui Telepon

Dapat menghubungi telepon Desk Pengaduan di Nomor (0274)
562009 atau Fax (0274) 512567

Langsung

Datang langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan
alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta

Kanal Aduan

Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu
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a) e-Lapor;
b) Whistleblowing System (WBS)
c) SP4N Lapor

3. |Jangka waktu Waktu penyelesaian pengaduan secara internal Inspektorat DIY:
penyelesaian . .

1. Proses verifikasi data permohonan oleh petugas pelayanan
selambat-lambatnya 3 hari kerja dan apabila ada kekurangan
pemohon diberikan waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja untuk
melengkapi persyaratan;

2. Pengaduan masyarakat selambatnya 1 x 24 jam harus segera
diagendakan untuk mendapatkan disposisi dari Inspektur
DIY setelah dinyatakan lengkap oleh pelaksana pelayanan;

3. Dalam hal penanganan pengaduan masyarakat, pelaksana
menyampaikan tanggapan atas pengaduan masuk berupa
progres penanganan pengaduan /simpulan hasil
telaah/simpulan hasil pemeriksaan paling lambat 90 hari
kerja setelah berkas pengaduan dinyatakan lengkap, kecuali
ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. |Biaya/tarif Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya.

5. |Produk pelayanan |Tanggapan Atas Aduan Masuk, disampaikan kepada pelapor yang
dapat berupa progres penanganan pengaduan atau simpulan
hasil telaah atau simpulan hasil pemeriksaan
Terhadap permintaan informasi dari pihak lain (masyarakat,
Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa, dan lain-lain) yang
tidak terkait, Intormasi yang dapat diberikan hanya data statistik
penanganannya bukan substansi

6. |Penanganan Datang Langsung

pengaduan, Kotak saran yang disediakan di meja informasi

saran, dan
masukan atas
pelaksanaan
pelayanan
pengaduan

Kotak Email: inspektorat@jogijaprov.go.id
Telepon: (0274) 562009
Fax: (0274) 512567

Pao T

KOMPONEN MANUFACTURING (PENGELOLAAN INTERNAL PELAYANAN)

1.

Dasar Hukum

1) Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
2) Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;
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4) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi No 5 tahun 2009 tentang Pedoman
Umum Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah

6) Peraturan Menpan RB RI Nomor 62 Tahun 2018 tentang

Pedoman  Penyelenggaraan  Pengelolaan Pengaduan.
Pelayanan Publik Secara Nasional;
Sarana, Dalam  memberikan layanan  Pengaduan, Inspektorat
prasarana, menyediakan:

dan/atau fasilitas

1. Ruang layanan berupa ruang Ruang Desk Layanan, yang
dilengkapi fasilitas 1 unit PC terkoneksi dengan internet,
meja, kursi, telepon;

Formulir pengaduan yang memuat data identitas pelapor;
Ruang Laktasi;

Toilet Difabilitas;

. Jalur Difabilitas.

G w

Kompetensi
Pelaksana

Petugas Pelayanan Layanan Pengaduan memiliki kemampuan:

1. Kompetensi manajerial dan sosial kultural;
2. Kompetensi teknis layanan, antara lain:
a. menguasai aplikasi yang digunakan untuk operasional
layanan pengaduan,
b. memahami peraturan perundang-undangan terkait
pengaduan

Pengawasan
internal

pengawasan dilakukan oleh atasan langsung Petugas Pelayanan
Layanan Pengaduan

Jumlah pelaksana

S (lima) orang

Jaminan 1. Layanan pengaduan diberikan dengan berpedoman pada SOP
pelayanan Pengelolaan Pengaduan

2. Sesuai dengan Maklumat Pelayanan yang berisi komitmen

memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

3. Inspektorat menjamin kerahasiaan data Pelapor
Jaminan Inspektorat menjamin keamanan dan keselamatan dalam rangka
keamanan dan | pelayanan informasi publik dengan menyediakan fasilitas
keselamatan keamanan dan keselamatan dasar meliputi:
pelayanan 1. Perlengkapan P3K dasar

2. Kamera pengawas (CCTV);
3. Fire Alarm;
4. Tabung APAR dan Hydrant

Evaluasi kinerja
Pelaksana

Evaluasi dilakukan oleh atasan langsung pelaksana dan juga
melalui Survey Kepuasan Masyarakat

Aksesibilitas

Untuk mendapatkan layanan pengaduan, masyarakat dapat

memperoleh melalui:

a. Datang langsung ke meja layanan informasi publik
Inspektorat DIY dengan alamat Jl. Cendana No 40 Kota
Yogyakarta Kode Pos 550666;




b. Melalui jasa POS/pengiriman dokumen surat yang ditujukan
kepada Inspektorat DIY dengan alamat Jl. Cendana No 40
Kota Yogyakarta Kode Pos 550666

Kotak saran yang telah disediakan di meja informasi
Website dengan lamat inspektorat.jogjaprov.go.id

Email: inspektorat@jogjaprov.go.id

Telepon: (0274) 562009

Fax: (0274) 512567

Kanal pengaduan meliputi

» e-Lapor;

» Whistleblowing System (WBS)

e SP4N Lapor

SR Q0

10. | Waktu Pelayanan | Senin s.d. Kamis :09.00 - 15.00 WIB
Istirahat :12.00 - 13.00
Jumat : 09.00 - 14.00
Istirahat :11.00-13.00
INSPEKTUR

@%}&TIMEWA YOGYAKARTA
.. ) -"; 2.‘
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT

JI. Cendana Nomor 40, Yogyakarta Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP

MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
wnagmas—1mng TGy

JI. Cendana Nomor 40, Yogyakarta Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567

Website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

BLANGKO IDENTIFIKASI REVIEW STANDAR PELAYANAN TAHUN 2023

NO

JENIS
PELAYANAN

PERMASALAHAN

SUBSTANSI PERUBAHAN
STANDAR PELAYANAN

SEBELUM

SESUDAH

Pelayanan Informasi
Publik

Informasi yang
diberikan

tidak memilah jenis
informasi yang
disampaikan ke
pemohon

memilah apakah
informasi yang diminta
oleh pemohon
termasuk dalam Daftar
Informasi Publik (DIP)
atau Daftar Informasi
yang dikecualikan (DIK)

Sarana, Prasarana
dan atau Fasilitas

tidak
mencantumkan
ketersediaan
formulir
permohonan dan
formulir keberatan
serta sarana

menambahkan
ketersediaan formulir
permohonan informasi
publik, dan formulir
keberatan dari
pemohon serta sarana
prasarana pendukung

prasarana pelayanan
pendukung
pelayanan
Pengajuan tidak ada ada mekanisme
Keberatan pengajuan keberatan

dari pemohon

Pengarsipan belum ada proses  |ada proses
pengarsipan pengarsipan sebagai
titik akhir SOP
Waktu pelayanan 10 hari kerja dan ditambahkan

bisa diperpanjang 7
hari kerja

waktu untuk

verifikasi awal oleh

petugas pelayanan
maksimal 3 hari
kerja,

e waktu untuk
pemohon
melengkapi data
sebanyak 3 hari
kerja;

e menyampaikan ke

pemohon surat

pemberitahuan
untuk perpanjangan

7 hari kerja

pelayanan




SUBSTANSI PERUBAHAN

NO PELnyA?‘lAN PERMASALAHAN STANDAR PELAYANAN
SEBELUM SESUDAH
2 | Pelayanan pada komponen persyaratan 1. tanpa mewajibkan
Pengaduan delivery service pelayanan hanya harus ada

identitas

KTP/identitas diri
akan tetapi mengisi
formulir
permohonan yang
memuat rincian
identitas

2. persyaratan
pelayanan
ditambahi dengan
minimal muatan
materi pengaduan

Verifikasi

hanya verifikasi
kelengkapan
dokumen
persyaratan

verifikasi meliputi:

1. dokumen
persyaratan;

2. kewenangan
penanganan aduan;

3. verifikasi data aduan
berupa penelaahan
jenis dan kelompok
aduan yang masuk

Produk layanan

Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP)

ringkasan telaah staf,
ringkasan LHP,
progres penanganan
pengaduan

Waktu penyelesaian

14 hari kerja

maksimal 90 hari kerja
atau lebih dengan
alasan yang
dipertanggungjawabkan

Media penyampaian

Surat, email,
layanan pengaduan

mengakomodir
pengaduan yang
dilaporkan melalui
kanal laporan

pengaduan
Pengarsipan belum ada proses  |ada proses
pengarsipan pengarsipan sebagai
titik akhir SOP
Yogyakarta, April 2023

IADI S.Pt., M.Acc.k

041992031 005




